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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komerial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



BUI]AY_A POLITIK

- KERAJAAN

- BALANIPA
MANDAR




Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar
Makassar: 2016

XX+ 112 hal.; 14,8 x21 cm

Hak Cipta © 2016 pada Penulis

Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian
isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan

penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis - Syahrir Kila
Editor : Dr. Djumadi, M.Si.
Tata Visual : Narto Anjala
Penerbit:

REFUEKSI

Jin. Tamangapa Raya lll

Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235

Telp. 0411-494086 — 5057064

Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 — 081342183116
Email : refleksibooks@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan
Cetakan I, November, 2015

ISBN : 978-979-3570-85-3

Buku ini Terbit atas kerjasama:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
dengan Penerbit Pustaka Refleksi



PENGANTAR PENERBIT

PENERBITAN buku-buku sejarah lokal dalam pengertian luas me-
rupakan tema yang senantiasa menghiasi terbitan kami sejak awal.
Beberapa tahun belakangan ini, penerbitan dengan tema lokal mer-
upakan bagian penting sebab selama ini dianggap masih kurang
mendapatkan perhatian dibandingkan dengan penerbitan tema-
tema yang lainnya.

Dalam rangka untuk menutupi dari sebagian kekurangan itu,
kami melakukan kerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya
Makassar untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian dari para staf
penelitinya. Hasil-hasil penelitian yang kami terbitkan terdiri atas
masalah-masalah kesejarahan dan nilai-nilai budaya yang selama ini
merupakan kajian utama Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Buku yang sedang berada di tangan anda ini diberi judul Budaya
Politik Kerajaan Balanipa Mandar yang ditulis oleh Syahrir Kila, me-
rupakan terbitan pertama. Kami yakin bahwa substansi dari isi buku
ini masih relevan untuk diterbitkan dan semoga berguna untuk dike-
tahui dan dipahami isi kandungannya. Nilai-nilai utama tentang ke-
sejarahan yang terkandung dalam buku ini bersifat spesifik, khusus
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bagi masyarakat Mandar yang mendiami eks Persekutuan Kerajaan
Pitu Babana Binanga.

Keseluruhan isi buku ini menyajikan kembali episode awal ada-
nya pemerintahan hingga masuknya Agama Islam di Kerajaan Bala-
nipa. Hubungan kekerabatan dan politik antara kerajaan tersebut,
sudah terjalin jauh sebelumnya. Terutama hubungan kekerabatan
yang telah terjadi menjadikan anggota persekutuan kerajaan ini sulit
untuk dipisahkan. Sedangkan hubungan politik lebih banyak meng-
arah kepada kepentingan masing-masing kerajaan dalam memper-
tahankan pengaruh kekuasaannya. ltulah sebabnya sehingga politik
antar kerajaan di Sulawesi Selatan dan Barat berkembang sesuvai
dengan kepentingan masing-masing pihak.

Penerbitan buku ini telah melibatkan banyak pihak sehingga
patut kiranya mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi.
Untuk maksud tersebut, kami dari pimpinan dan staf penerbit Pus-
taka Refleksi mengucapkan terima kasih kepada Syahrir Kila sebagai
penulis, dan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya yang telah mem-
percayakan kepada kami untuk menerbitkan hasil penelitian staf-
nya. Serta semua pihak yang telah berkontribusi, dihaturkan terima
kasih.

Pustaka Refleksi
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PENGANTAR EDITOR

MESKIPUN sudah lebih dari tiga abad sesudah peristiwa sejarah ini
terjadi, namun apresiasi masyarakat, khususnya masyarakat Mandar
untuk mengetahui sejarahnya pada abad ke-16 hingga pertengahan
abad ke-17 masih cukup tinggi terutama bagi generasi mudanya, tak
terkecuali masyarakat secara umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Pelestarian Nilai Budaya
Makassardalam merealisasikan salah satu tugas dan fungsinya,untuk
melakukan pengkajian masalah kesejarahan dan nilai budaya pada
tahun 2014 telah melakukan beberapa penelitian, salah satu di anta-
ranya berjudul Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar.

Buku ini, isinya dibagi dalam IV Bab. Pertama, menyangkut
tentang pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar
penelitian, masalah dan tujuan penelitian serta metode dan kajian
yang relevan atau kajian terdahulu. Sedang pada bagian kedua me-
muat tentang profil singkat atau gambaran umum yang menjelaskan
dan menguraikan tentang gambaran singkat Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang sebelum tahun 2004 masih
merupakan Provinsi Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa wilayah ini
memiliki kekayaan alam yang melimpah, di samping juga memiliki

BUDAYA POLITIK KERAJAAN BALANIPA MANDAR 3 vii



kekayaan berupa wisata agro, wisata religi, sosial dan arkeologi ser-
ta kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, juga diuraikan
tentang perkembangan wilayah yang begitu cepat yang harus di-
genjot untuk mengejar ketertinggalan sebagai akibat dari kebijakan
pemerintahan Belanda yang banyak merugikan masyarakat.

Selain kebijakan Belanda yang merugikan itu, juga dilakukan
pemindahan ibukota kerajaan dari Tinambung ke Majene sehingga
kota kecil Tinambung hanya tinggal kenangan. Hal ini sempat men-
dapat protes namun tidak dihiraukan. Ketika terjadi perubahan nama
wilayah pemerintahan menjadi distrik yang awalnya berjumlah 27,
kemudian dikurangi sehingga hanya berjumlah 11. Ini juga menjadi
masalah sebab nama Tinambung sebagai distrik justru tidak mun-
cul dan hanya menjadi bagian dari salah satu distrik itu, yaitu distrik
Batulaya yang masuk wilayah ana’ banua Todatodang. Dengan de-
mikian kota kecil Tinambung yang bersejarah itu, kini hanya tinggal
kenangan dan hanya dikenal sebagai salah satu kelurahan saja. Se-
mentara nama Kerajaan Balanipa yang pernah melegenda itu hanya
berstatus sebagai satu kecamatan yaitu Kecamatan Balanipa. Tapi
kini, ada upaya untuk meningkatkan nama kerajaan tersebut men-
jadi satu nama kabupaten yaitu Kabupaten Balanipa yang sekarang
prosesnya sedang berjalan.

Kerajaan Balanipa yang pernah melegenda di masanya, menurut
catatan sejarah mulai eksis pada abad ke-16 sehingga jika dihitung
mundur mulai dari sekarang, ia telah memiliki perjalanan sejarah
yang cukup panjang. Pemerintahannya dimulai pada masa pemerin-
tahan Tomakaka yang berlangsung cukup lama. Sesudahnya, adalah
masa pemerintahan kerajaan yang diawali dengan pemerintahan |
Manyambungi sebagai mara‘dia yang pertama Kerajaan Balanipa.
Jika diperhatikan hal tersebut, menggambarkan bahwa pendiri Kera-
jaan Balanipa bukanlah seorang tomanurung seperti kerajaan lain-
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nya di Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri
sebab pendirinya adalah seorang manusia biasa yang justru sebagi-
an besar karier politiknya dihabiskan di Kerajaan Gowa (Makassar).
Beliau sangat disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, apalagi
karier puncak di Kerajaan Gowa adalah seorang Panglima Perang.
Dari keberhasilan itu, beliau lalu dipanggil kembali ke Mandar un-
tuk membebaskan daerah itu dari intervensi para tomakaka yang
berkuasa ketika itu.

Pada bagian inti kajian ini digambarkan dan dijelaskan tentang
lima perkara pokok, antara lain; bentuk dan sistem pemerintahan
yangberbentuk kerajaan dengan susunan pemerintahanyangsangat
sederhana dan tidak monarki otoriter. Artinya memang bentuknya
kerajaan, tetapi wewenang seorang mara‘dia dibatasi oleh perang-
kat sehingga dapat disebut sebagai bentuk demokrasi. Kondisi ini
dapat dilihat dari isi sumpah yang diucapkan oleh mara‘dia ketika ia
diambil sumpahnya oleh Puang Dipoyosang atas nama rakyat. Inti isi
dari sumpah tersebut adalah seorang mara‘dia dalam menjalankan
roda pemerintahannya, tidak boleh melanggar sumpabh itu, apalagi
ia senantiasa diawasi oleh para pemangku adat. Kalau terjadi pe-
langgaran atas isi sumpah yang telah diucapkan, dipastikan ia akan
diganti atau dipecat dari kedudukannya.

Perkembangan Kerajaan Balanipa pasca pemerintahan | Ma-
nyambungi mengalami kemjuan yang pesat. Hal itu tidak dapat
dipisahkan dengan nama besar | Manyambungi. Beliaulah yang me-
latakkan dasar-dasar pemerintahan yang demokratis dan seimbang
antara peran kelompok pemangku adat dengan peran mara‘dia
sebagai penguasa wilayah. Artinya kekuasaan yang dimiliki oleh
mara‘dia dibatasi dan diawasi oleh pemangku adat yang dikenal
dengan nama Dewan Adat Sappulo Sokko. Oleh sebab itu, mara‘dia
dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak akan berbuat se-
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wenang-wenang sebab akibatnya sangat fatal sebab dapat berujung
pada pemecatan. Meski demikian, kenyataannya bahwa pemecatan
seorang mara’dia di Kerajaan Balanipa sering terjadi yaitu sebanyak
13 kali. Uniknya, sebab meski telah dipecat dari jabatannya sebagai
mara‘dia, namun ia dapat diangkat kembali pada masa pemerintah-
an yang berbeda.

Selain meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang seimbang, |
Manyambungi juga telah membuat aturan menyangkut persyarat-
an seorang calon mara‘dia yang menjadi pedoman sepanjang se-
jarah kerajaan ini. Aturan-aturan inilah yang memungkinkan pada
perkembangan berikutnya, seorang calon mara‘dia tidak mutlak
berasal dari anak yang dilahirkan ketika ia berkuasa. Kenyataan itu
menunjukkan bahwa Kerajaan Balanipa tidak mengenal adanya
putra mahkota, tetapi yang ada ialah ana’ pattola payung yang di
dalamnya terdiri atas anak mara‘dia, dan kemanakan. Oleh sebab
itulah jika diperhatikan mara‘dia Balanipa yang pernah berkuasa,
hanya mara‘dia pertama yang digantikan oleh putranya.

Pelantikan | Manyambungi sebagai mara’dia Balanipa pertama
merupakan awal terbentuknya budaya politik di kerajaan ini. Cara
dan sistem pelantikan beliau merupakan aturan yang dijadikan seba-
gai pedoman secara turun temurun. Bukan hanya itu, bagi anggota
dewan Ada’ Sappulo Sokko pelantikannya memiliki cara tersendiri
dan berbeda dengan tata cara pelantikan seorang mara‘dia. Ang-
gota dewan adat adalah perangkat pemerintahan kerajaan yang
berkedudukan di pusat kerajaan sebagai pembantu mara‘dia dan po-
sisinya di bawah mara‘dia.Selain itu, anggota dewan adat juga ber-
fungsi sebagai anggota legislator yang bertugas mengangkat dan
memberhentikan seorang mara‘dia atas nama rakyat. Pada fungsi
itu, ia lebih tinggi kedudukannya dari seorang mara‘dia.
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Pencalonan, pelantikan dan pemberhentian seorang mara‘dia
telah diatur oleh | Manyambungi sebelum meninggal dunia. Dan
rupanya, sepanjang perjalanan sejarah daerah ini, apa yang telah
ditetapkan oleh | Manyambungi menjadi acuan secara turun temu-
run. Dan apa yang belum lengkap, kemudian disempurnakan oleh
penguasa berikutnya. Salah satu contoh yang dilengkapi keang-
gotaannya adalah Dewan Ada’ Sappulo Sokko yang pada awal ter-
bentuknya kerajaan hanya terdiri atas empat orang anggota dan
ketika Tomepayung naik menggantikan ayahnya, maka kenggotaan
itu dilengkapi menjadi 10 orang sehingga disebutlah Dewan Ada’
Sappulo Sokko yang berarti sepuluh orang pemegang kekuasaan di
bidang adat.

Cikal bakal munculnya budaya politik awal, adalah juga meru-
pakan awal berdirinya Kerajaan Balanipa di Mandar. Berdirinya
kerajaan ini memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat
di sekitarnya sebab dapat merasakan bagaimana kehidupan ber-
bangsa yang tertata dan teratur dengan baik. Juga dapat memberi
warna tersendiri bagi kehidupan politik kerajaan-kerajaan yang ada
di sekitarnya. Itulah sebabnya dalam perkembangannya, budaya
politik lintas kerajaan gencar dilakukan terutama pada kerajaan-
kerajaan yang ada di sekitarnya ketika itu. Selain itu, bagi kerajaan
lain mengikat tali kekeluargaan dengan kerajaan-kerajaan yang ada
di Mandar, terutama Kerajaan Balanipa sangat menguntungkan.
Alasannya, sebab Kerajaan Balanipa adalah satu-satunya kerajaan
yang memegang peranan politik yang sangat penting di kawasan
Mandar pada abad ke-16 dan ke-17. Peranan penting Kerajaan Bala-
nipa dalam dinamika politik pada masa itu, menyebabkan para raja
dari beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan melakukan perkawinan
politik dengan bangsawan dari daerah ini.
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Sementara itu, hubungan antara mara’dia dan pejabat pe-
mangku adat adalah merupakan hubungan fungsional yang propor-
sional dalam budaya politik lokal. Hubungan ini tampaknya sudah
mulai dipraktekkan pada masa pemerintahan | Manyambungi dan
semakin ketat lagi pada masa pemerintahan Tomepayung. Hubung-
an antar pejabat ini sangat unik sifatnya sebab dapat terjadi pada
dua arah, yaitu bila dewan adat posisinya sebagai pembantu
mara‘dia, kedudukannya berada di bawah posisi mara‘dia. Sebalik-
nya bila ia berkedudukan sebagai anggota dewan adat, posisinya di
atas mara‘dia. Begitu juga posisi anggota Dewan Adat Kaiyang yang
anggota-anggotanya merupakan penguasa wilayah Appe Banua Kai-
yang mempunyai hubungan dengan mara‘dia pada dua sisi yang ber-
beda. Bila ia berkedudukan sebagai anggota dewan adat besar, maka
kedudukannya berada di atas mara‘dia, sebaliknya bila kedudukan-
nya sebagai penguasa wilayah di wilayah masing-masing, ia berada
di bawah kekuasaan mara‘dia.

Hubungan antara pejabat tinggi kerajaan dengan masyarakat,
tidak terjadi secara langsung, tetapi tidak tertutup kemungkinan
hubungan itu akan terjadi sebaliknya. Hubungan yang memung-
kinkan terjadi secara langsung adalah anggota Ada’ Kaiyang dan
anggota-anggota Dewan Ada’ Sappulo Sokko bilamana keduanya
berada pada posisi sebagai penguasa wilayah kerajaan. Sementara
hubungan antara mara‘dia dan rakyat sangat jarang terjadi secara
langsung, kecuali pada pertemuan-pertemuan resmi kerajaan. Pa-
ling sering berhadapan dengan masyarakat adalah pejabat pada
level terendah yang urusannya lebih banyak menyangkut kehidupan
masyarakat secara umum.

Kondisi kekinian menyangkut wilayah Kerajaan Balanipa dan
perangkat pemerintahannya masih dapat ditelusuri keberadaannya,
terutama pada wilayah inti kerajaan. Nama-nama wilayah kerajaan
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terlihat jelas hanya nama pada level kecamatan dan kelurahan atau
bahkan hanya sebuah nama kampung atau dusun saja. Ini membuk-
tikan bahwa kepedulian pemerintah daerah terhadap sejarahnya
sendiri kurang mendapat perhatian. Paling tidak pemerintah kabu-
paten dapat memberikan apresiasinya dengan melakukan pendata-
an secara menyeluruh menyangkut objek atau peninggalan sejarah
yang masih terdapat di mana-mana di daerah ini. Terkecuali pada
perangkat adat yang pernah eksis di masa kerajaan, kini telah di-
aktifkan kembali meski fungsinya tidak seperti pada masa kerajaan
dulu. Ini dapat dipahami sebab negara kita adalah negara yang ber-
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang secara prinsipil
berbeda dengan kerajaan.

Informasi yang tercantum dalam buku ini, memang sudah per-
nah ditulis sebelumnya. Akan tetapi, penulisnya mampu menyajikan
data secara lugas sehingga gampang dimengerti dan dipahami. Be-
berapa informasi yang disampaikan dalam buku ini digali dari berba-
gai sumber primer yang berupa lontarak yang selama ini jarang bisa
kita ketahui sebab disakralkan oleh pemiliknya. Tetapi atas bantuan
dari teman-teman sehingga beberapa lontarak yang dimaksud da-
pat diperoleh oleh penulis yang selama ini jarang dikutip oleh penulis
lainnya.

Kami mengharapkan, buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi
semua kalangan sehingga dapat menambah khasanah pengetahuan
kita. Juga diharapkan bahwa dengan terbitnya buku ini dapat me-
nambah panjang jejeran buku-buku di perpustakaan umum maupun
pribadi. Buku ini layak untuk dibaca sebab isinya masih dibutuhkan
untuk memahami latar sejarah kita sebagai bangsa yang besar dan
majemuk.

Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak
yang sejak dari awal hingga terbitnya buku ini yang telah berkontri-
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busi langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini memberi-
kan tambahan wawasan dan menambah khasanah pengetahuan
kita di bidang sejarah lokal. Amin.

Editor
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PENGANTAR PENULIS

PUJI dan syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi, sebab dengan hi-
dayahnya-Lah sehingga buku ini dapat terbit untuk pertama kalinya.
Dalam melakukan penelitian dan penulisan hingga terbitnya seba-
gai buku, penulis banyak mengalami kesulitaan dalam memperoleh
data dan keterangan. Di lapangan, sangat sedikit sumber sekunder
yang dapat diperoleh, terutama dari Perpustakaan Daerah Kabupa-
ten Polman dan Kabupaten Majene, kalau ada yang diperoleh itupun
hanya berupa foto copy lontarak. Kondisi seperti ini, bukan hanya di-
alami oleh perpustakaan kedua daerah yang dimaksud, tetapi mer-
ata pada semua perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali
yang ada di Makassar.

Untuk melengkapi data dan keterangan yang dibutuhkan un-
tuk menyelesaikan kajian ini, lebih banyak dilakukan kajian pusta-
ka pada beberapa perpustakaan di Makassar, baik perpustakaan
umum maupun perpustakaan khusus pada unit kerja- unit kerja dan
Lembaga Perguruan tinggi. Selain itu, penulis banyak mendapatkan
bantuan data sekunder berupa buku-buku teks, artikel dan jurnal pe-
nelitian dari teman-teman di daerah. Sedang umber primer berupa
lontarak, diperoleh dari Perpustakaan Museum Majene serta Arsip
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dan Perpustakaan Kabupaten Polman yang berupa foto copy yang
sudah dialihbahasakan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indone-
sia.

Sebagian dari buku-buku teks yang dijadikan sebagai rujukan
dalam kajian ini diperoleh dari teman-teman peneliti, antaranya Drs.
Muhammad Amir, M.Si dan Drs. Bahtiar. Di samping itu, tentu kolek-
si pribadi yang dimiliki sendiri oleh penulis. Sebagian kecil lainnya
diperoleh dari perpustakaan daerah di mana penelitian ini dilakukan.

Kenyataan itu menggambarkan bahwa buku di tangan pembaca
ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dorongan, bantuan dan
kemuliaan hati dari semua pihak, baik instansi pemerintah maupun
pribadi. Untuk itu, pada tempatnyalah saya menyampaikan rasa
hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Balai
Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Dra. Hj. Lindiastuti Setiawati, MM.
yang selama ini telah memberikan kesempatan dan kepercayaan,
arahan dan bimbingan, mulai dari tahapan-tahapan penelitian
hingga terwujudnya sebagai buku.

UcapanterimakasihjugadisampaikankepadaDR.Djumadi,M,Si.
selaku konsultan. Meskipun beliau dalam kondisi sibuk mengajar di
perguruan tinggi, namun beliau masih sempat meluangkan waktu-
nya untuk memberikan bimbingan, koreksian dan dorongan se-
hingga buku ini terwujud seperti sekarang. Tanpa bantuan dan telaah
dari beliau, kemungkinan buku ini akan mengalami keterlambatan
cetak. Ucapan terima kasih yang sama kepada DR. Edwar, L. Poeling-
gomang yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta mem-
berikan beberapa buku sumberyang sangat berguna dalam kajian ini.

Selain itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucap-
kan kepada rekan saya di daerah, yaitu bapak Tammalele dan te-
man-temannya di Museum Majene yang telah mendampingi saya
selama berada di daerah. Beliaulah yang paling berjasa dalam hal
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pengumpulan data lapangan sebab dari beliau saya memperoleh
sumber-sumber, baik lisan maupun tulisan. Tidak terbatas sampai di
situ, bahkan kontak via telponpun sering kali saya lakukan jika ter-
bentur pada satu masalah ketika buku ini masih dalam penyelesaian.
Teristimewa ucapan terima kasih kepada almarhum Bapak Akhmad
dan isterinya yang setiap kali saya ke Provinsi Sulawesi Barat pasti
beliau bersama dengan istrinya menemui saya meskipun ia sibuk.

Akhirnya, buku yang saya susun ini dapat selesai berkat bantuan
dari berbagai pihak. Untuk itu, saya persembahkan kepada mereka
yang membutuhkannya. Dan saya sadari bahwa isi kandungan buku
ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kesalahan
dan kekurangan isi dari buku ini sepenuhnya menjadi tanggung-
jawab saya pribadi. Untuk perbaikannya di masa mendatang, penu-
lis berharap saran dan kritik dari sidang pembaca, Amin.

Penulis
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LATAR PENELITIAN

rovinsi Sulawesi Barat sebagai wilayah pemekaran dari wila-

yah Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki karakteristik budaya

yang tercermin dalam aneka ragam budaya atau adat isti-
adat yang hidup dan berkembang hingga kini. Corak tersebut mem-
pengaruhi faktor sosio-historis yang merupakan variable penting
dalam memahami politik lokal masyarakat Mandar, di Balanipa.
Kajian akademis tentang masalah politik lokal mungkin sudah ada
yang mengkajinya, tetapi secara khusus menyangkut politik lokal
masyarakat Mandar di Kerajaan Balanipa masih jarang dilakukan
oleh para akademisi setempat.

Pengkajian tentang politik lokal dalam perspektif sejarah
Sulawesi Barat, mengarahkan perhatian pada kehidupan politik
pemerintahan kerajaan-kerajaan pada masa lampau, seraya mene-
lusuri pemikiran para cerdik pandai tentang bagaimana seharusnya
seorang pemerintahan dalam mengelola suatu kerajaan. Berkaitan
dengan hal tersebut, perhatian akan difokuskan pada persoalan
politik pemerintahan pada Kerajaan Balanipa, Mandar. Penelusuran
itu diharapkan dapat memberikan informasi dan data bagi kita untuk
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merumuskan tentang akar-akar pemerintahan yang sesungguhnya
menunjukkan ciri kehidupan politik yang merupakan jati diri kehi-
dupan bernegara rakyat Sulawesi Barat. Juga akan ditelusuri dan
diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peranan rakyat dalam
kehidupan politik pemerintahan.

Kajian awal tentang politik lokal di Kerajaan Balanipa diawali
oleh kepemimpinan tomakaka yang pada mulanya diharapkan da-
pat menjamin ketentraman dan mengayomi masyarakat secara
konsekuen dan berkelanjutan, tetapi dalam perkembangannya
tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat. Hal itu dise-
babkan oleh adanya tomakaka seperti tomakaka Passokkorang,
tomakaka Lerang, tomakaka Lenggo dan tomakaka Lempong, justru
melakukan perbuatan-perbuatanyang merugikan masyarakat (Asdy,
2003:49). Bahkan para tomakaka-tomakaka yang disebutkan itu,
pada umumnya berambisi untuk menguasai tomakaka lainnya ketika
itu. Hal tersebut mengakibatkan kekacauvan dan ketidaktentraman
di dalam kehidupan masyarakat.

Realitas laku dan perbuatan para tomakaka itu mengakibatkan
empat ke-tomakaka-an (Napo, Samasundu, Todatodang dan Mosso)
secara bersama-sama mempersatukan wilayah mereka dalam satu
ikatan kebersamaan yang kemudian disebut appe banua kaiyang
(empat negeri besar) (Rahman,2014:174). lkatan kebersamaan itu
dimaksudkan untuk menghadapi ancaman dari para tomakaka-
tomakaka yang berambisi besar untuk menguasai wilayah mereka.
Kenyataan menunjukkan lain sebab pembentukan ikatan wilayah
appe banua kaiyang tidak dapat mengatasi ancaman dan gangguan
dari tomakaka yang dimaksud.

Menyadari ketidakmampuan appe banua kaiyang untuk meng-
hadapi sikap agresif dari para tomakaka tersebut, maka ia mencari
alternatif dengan mencari figur pemimpin yang dapat menyelamat-
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kan rakyat dan negeri mereka dari gangguan dan ancaman itu.
Upaya itu akhirnya ditujukan kepada | Manyambungi yang dianggap
mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Anggapanitu didasarkan
pada kenyataan bahwa beliau selama tinggal di Kerajaan Gowa
(Makassar) telah berhasil memenangkan peperangan membantu
Kerajaan Gowa. Itulah sebabnya dikemudian hari hubungan antara
Kerajaan Gowa (Makassar) dengan Kerajaan Balanipa sangat erat.
Terutama hubungan kekerabatan terjadi sebab | Manyambungi
kawin dengan seorang putri bangsawan Gowa yang melahirkan
seorang anak yang bernama Tomepayung yang dikemudian hari
naik menjadi mara‘dia Balanipa ke-2.

Siapa sebenarnya | Manyambungi sehingga dipilih oleh appe
banua kaiyang menjadi pemimpin mereka. Dalam Lontarak Mandar,
Balanipa diyatakan bahwa; Asal usul penduduk (tomanurung) dikata-
kan berasal dari Hulu Saddang. la kemudian kawin dengan seorang
tomanurung yang bernama Tokombong Dibura dan melahirkan
beberapa orang anak yang kemudian menyebar keberbagai daerah
di Sulawesi Selatan (sebelum pemekaran wilayah). Salah seorang
anaknya bernama Ibokkapadang kawin dengan Isanrabone dan
melahirkan anak yang bernama Ibeloratte. Anak ini kemudian kawin
dengan Tomettengbassi yang melahirkan sebelas orang anak. Salah
seorang dari kesebelas orang bersaudara tersebut bernama Tupali
melahirkan Tabittoeng dan Tabittoenglah yang melahirkan Taurra-
urra. la lalu kawin di Lemo, maka lahirlah | Weapes dan | We Apes-
lah yang kawin dengan Puang Digandang maka lahirlah seorang
anak yang bernama | Manyambungi (Mandra,dkk. 1986:110-111).

Berdasarkan gagasan pemikiran tersebut, maka dalam perkem-
bangan berikutnya, akan diungkapkan tentang penataan awal ke-
hidupan politik pemerintahan. Beberapa kajian telah dilakukan
menyangkut sistem pemerintahan di Kerajaan Balanipa, Mandar,
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menunjukkan bahwa pembentukan awal pemerintahan yang ter-
atur bukan diawali dengan gagasan tomanurung, tetapi justru
dimulai dari salah seorang cucunya yang bernama | Manyambungi.
Kepada beliaulah dibebankan dipundaknya sebagai pemegang pun-
cak kepemimpinan setelah diabsyahkan dengan “kontrak peme-
rintahan”. Kontrak pemerintahan itu dilakukan antara dewan pe-
mangku adat yang mewakili rakyat dengan calon pemegang kendali
politik yang dipandang layak untuk dinobatkan menjadi penguasa
mereka. Mereka yang telah dilantik itu, kemudian disebut dengan
mara’dia atau raja.

| Manyambungi adalah bangsawan Mandar, justru tidak ber-
juang di tanah leluhurnya, namun ia berhasil mendirikan Kerajaan
Balanipa dan sekaligus menjadi maradia pertama di Kerajaan
Balanipa. Pembentukan kesatuan pemerintahan inilah yang kemu-
dian menjadi dasar berdirinya Kerajaan Balanipa, dengan pusat
pemerintahan di Napo. Dengan berdirinya Kerajaan Balanipa ber-
arti bentuk pemerintahan appe banua kaiyang menjadi Kerajaan
Balanipa, yang berakibat terjadinya perubahan pada nama gelar
pemimpin mereka dari tomakaka menjadi papuangan (yang diper-
tuan atau yang disapa puang). Sedangkan | Manyambungi sebagai
mara’dia, ia disapa dengan sapaan daeng. Mereka masing-masing
mempunyai kekuasaaan, terutama mengatur dan mengurus daerah-
nya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada
mereka. Dalam perkembangannya para papuangan, selain sebagai
ketua persekutuan adat, juga menjadi anggota dari lembaga adat
yang dikenal dengan nama dewan ada’ kaiyang (adat besar). Dewan
inilah yang kemudian berhak memilih dan mengangkat serta mem-
berhentikan seorang raja yang disebut dengan mara‘dia dalam Kera-
jaan Balanipa. Adat kaiyang ini terdiri atas para papuangan yang
berasal dari wilayah appe banua kaiyang. Setiap wilayah appe banua
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